PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN

UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLMN). by Amelia P., Ladi
  
 
74 
 
BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
      Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 
pidana pemalsuan surat dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas 
tanah dalam Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Sleman hakim telah 
mempertimbangkan faktor yuridis, sosial, dan hukum yang hidup dalam 
masyarakat (the living law). Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan 
unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang ternyata semua telah terpenuhi 
oleh terdakwa hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa karena itu putusan pidana terhadap terdakwa Drs. 
Yusuf Fanani berupa 1 (satu) tahun pidana penjara sudah tepat dan adil, Korban 
merasa putusan tersebut adil walaupun terdakwa merasa tidak adil karena 
terdakwa merasa tidak bersalah sebab tindak pidana pemalsuan surat dokumen 
untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang dilakukannya adalah untuk 
kepentingan umum khususnya dibidang pendidikan. 
      Meskipun demikian penulis berpendapat bahwa putusan 1 (satu) tahun 
penjara yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan nomor. 
482/Pid.B/2012/PN.Sleman sudah mencerminkan keadilan bagi semua pihak 
karena adalah tidak mungkin hakim dapat memenuhi harapan semua pihak yang 
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terlibat dalam perkara ini. Suatu pelajaran yang dapat dipetik dalam putusan ini 
adalah tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. 
B. Saran 
      Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Hakim tetap konsisten dengan pertimbangan yang telah digunakan dalam 
menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat.  
2. Hakim sebaiknya dalam menjatuhkan putusan tidak selalu harus mengikuti 
tuntutan jaksa, karena hakim yang paling tau mengenai fakta-fakta yang 
terungkap di dalam persidangan. 
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